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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh people power dalam 
suksesi kepemimpinan di Mesir, khususnya pada  masa kepemimpinan Presiden 
Mursi. Di mana, pada masa itu terjadi people power (gerakan rakyat) , yang 
merupakan kelanjutan dari revolusi Arab Spring 2011, akibat adanya krisis yang 
berkepanjangan dan cita-cita revolusi yang tidak tercapai.  
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode 
analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena 
tentang pengaruh people power dalam suksesi kepemiminan di Mesir.  Teknik 
pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode berbasis dokumen dan 
internet, atau yang lebih dikenal dengan metode telaah pustaka (library research), 
yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, 
surat kabar harian, dan internet yang terkait dengan materi skripsi penulis. Dalam 
penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang 
menganalisa latar belakang dan bagaimana wujud pengaruh people power dalam 
suksesi kepemiminan di Mesir, khususnya pada kepemimpinan Presiden Mursi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  people power yang terjadi di Mesir, dilatar 
belakangi oleh ketidakpuasan dan kekecewaan rakyat terhadap Presiden Mursi, 
yang mengkhianati hasil revolusi 2011 dan melupakan cita-cita revolusi tersebut, 
berupa kebebasan, keadilan dan kesejahteraan. Wujud dari people power ini 
berupa menyatukan kekuatan rakyat, yang ditandai dengan  menyebarkan 
propaganda di media komunikasi dan informasi (sosial media) dan melakukan 
aksi turun ke jalan, yang dilakukan oleh  rakyat dari berbagai kalangan 
(kelompok), maupun partai-partai oposisi. Serta diikuti oleh kudeta militer.  
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ABSTRACT 
 
Putri Rezki Manan, E131 13 013. “The Influence of People Power In The 
Leadership Succession In Egypt” ,under the guidance of Patrice Lumumba, as 
the First Advisor, and Burhanuddin, as the Second Advisor, Departement Of 
International Relations, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin 
University. 
This research aims to describe about the influence of people power in the 
leadership succession in Egypt, specially the President Mursi’s leadership. Where, 
at the time, it happened people power (people’s movement) , which is a 
continuation of the Arab Spring revolution 2011, cause by the prolonged crisis 
and the ideals of the revolution that is not achieved.  
The method of this research is analytical descriptive which aims to describe the 
phenomenons about the the influence of people power in the leadership 
succession in Egypt, specially the Mursi’s leadership. Technique of data 
collection that used by the writer is the method that based on documents and 
internet, or usually known as library research, taken from many literatures, such 
as books, journals, articles, newsletters, and internet, that related to the author’s 
thesis material.In this research, the writer also use qualitative technique of data 
analysis, which analyze background and the shape of the influence of people 
power in the leadership succession in Egypt, specially the President Mursi’s 
leadership.  
The results of research showed that the people power happening in Egypt 
exposedby the dissatisfaction and disappointment of the people against 
PresidentMursi, who betrayed the Arab Spring revolution  results. And forget the 
ideals of the revolution, in form of freedom,justice,and  welfare. This form of 
people power is unite the power of people  marked by spreading propaganda in 
the media of communication and information (specially social media) and do 
action at the streets, by people of Egypt from various backround, as well as 
opposition parties. As well as followed by the military coup d’etat.  
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perubahan sosial politik merupakan suatu hukum alam yang harus selalu di 
hadapi oleh setiap masyarakat dalam suatu negara. Perubahan terjadi tergantung 
sejauh mana tindakan rakyat terhadap pemerintah maupun sebaliknya. Membahas 
tentang perubahan, negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara tak 
pernah lepas dari isu tersebut, yang menyebabkan konflik berkepanjangan. 
Konflik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, pada dasarnya,  
dilatarbelakangi oleh tuntutan rakyat yang menginginkan perubahan dalam sistem 
politik, pemerintahan, sosial, dan kebijakan ekonomi yang pro rakyat.   
Pemerintahan otoriter yang berkuasa dengan masa pemerintahan yang 
panjang,  dan tidak tergantikan selama beberapa periode, sebagai pemegang 
kekuasaan penuh atas negara dan rakyat, menjadi salah satu akar permasalahan di 
Timur tengah dan Afrika Utara. Hal ini tidak mencerminkan adanya demokrasi 
sama sekali . Kemudian menimbulkan polemik-polemik lainnya di lingkup 
internal negara. Seperti, pelanggaran HAM, kemiskinan dan krisis ekonomi, 
pengangguran, kenaikan harga bahan pangan, korupsi, terkekangnya kebebasan 
politik dan berpendapat. Dengan adanya polemik seperti ini, penguasa dalam hal 
ini sebagai pihak yang harusnya bertanggungjawab, dinilai sudah tidak mampu 
melakukan perubahan dan menjalankan roda pemerintahan yang efektif untuk 
mengatasi permasalahan yang ada.  
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Mengawali tahun 2011, Timur Tengah dan Afrika Utara mengalami krisis 
kepemimpinan. Peristiwa ini bersamaan dengan munculnya Arab Spring, sebagai 
bentuk demokratisasi kawasan Timur Tengah. Pada dasarnya,  negara-negara ini 
sudah menganut demokrasi, namun hanya sebatas formalitas saja. Demokrasi 
tersebut belum memberikan peluang untuk adanya suksesi kepemimpinan dan 
rakyatpun masih tertekan di bawah kekuasaan pemimpin. 
Sebagian pemimpin bukan atas pilihan rakyat, tapi karena negara 
menerapkan tata cara kerajaan/dinasti yang rajanya berkuasa secara turun 
temurun, atau karena kebetulan menggantikan posisi pemimpin yang meninggal 
ataupun diturunkan paksa dari kursinya sebelum masa jabatannya berakhir. Ada 
pula yang melakukan pemilihan umum demi formalitas semata karena 
pemenangnya tetap sama, yaitu pemimpin yang berkuasa. Semua itu terjadi 
karena tidak adanya aturan dalam konstitusi yang membatasi masa 
kepemimpinan.  
Negara dalam perjalanannya, memang tidak selalu stabil. Namun, 
ketidakstabilan yang berkepanjangan dalam negeri dapat memicu terjadinya 
revolusi. Revolusi yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, disebabkan 
oleh dua hal, yaitu Adanya penerapan sistem pemerintahan yang otoriter sehingga 
kebebasan politik tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan yang kedua, yaitu 
gagalnya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, sehingga 
dibutuhkannya perubahan sosial untuk menciptakan demokrasi dan kesejahteraan 
yang berkeadilan. Hal ini,  sejalan dengan pengertian “revolusi yang berarti 
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perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) ;perubahan 
mendasar dalam suatu bidang”.1 
Lebih lanjut, salah satu wujud gerakan revolusi adalah People Power. 
People Power, berarti suatu gerakan yang terdiri dari sekumpulan individu yang 
menggabungkan kekuatan demi mencapai tujuan bersama dalam upaya penegakan 
kebebasan dan keadilan. Termasuk dalam gerakan politik dan perubahan sosial 
yang menentang pihak otoritas sebagai pemegang kekuasaan.  “People Power  di 
Timur tengah dan Afrika Utara ini mengarah pada tuntutan perubahan sistem 
pemerintahan. Rakyat, menginginkan sistem yang lebih egaliter dan aspiratif. 
Untuk itu, sasaran utama pergerakan yang dilakukan rakyat Timur Tengah dan 
Afrika Utara, adalah suksesi kepemimpin dan melakukan pemilihan umum yang 
jujur dan adil”. 2  
Mesir sebagai salah satu negara di Afrika Utara, juga mengalami gejolak 
Arab spring pada tahun 2011. Revolusi yang dilakukan oleh rakyat ini terjadi 
menuntut adanya suksesi kepemimpinan dan perubahan sistem pemerintahan yang 
demokratis. Hingga akhirnya, revolusi itupun berhasil dengan turunnya Hosni 
Mubarak dari posisi kepresidenan  dan dilaksanakannya pemilihan umum pada 
tahun 2012, dimana pada pemilu tersebut, Muhammad Mursi terpilih sebagai 
Presiden selanjutnya. 
                                                             
 1Kamus Besar Bahasa Indonesia Online .  http://www.kbbi.web.id/revolusi  diakses pada 
tanggal 26 Desember 2016  
       2Amani Lubi.2011Perubahan Sosial-Politik di Timur Tengah. Jurnal Luar Negeri 
Perubahan di Timur Tengah dan Afrika.  ISSN 0215-1235.Hal.45 
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Muhammad Mursi,  yang didukung oleh Freedom and Justice Party dari 
sayap politik Ikhwanul Muslimin, resmi terpilih sebagai Presiden sipil Mesir 
pertama melalui pemilihan umum .”Dengan dilaksanakannya pesta demokrasi ini, 
besar harapan rakyat, bahwa Mursi bisa melakukan perbaikan secara menyeluruh 
di sektor-sektor  yang ada di Mesir”.3 Bergerak sesuai cita-cita revolusi. 
Dari awal kepemimpinannya, Mursi sudah dihadapkan pada gejolak politik 
dan aksi demontrasi yang dilakukan rakyat. Hal ini terjadi karena rakyat 
menganggap bahwa Mursi tidak bisa menghentikan krisis pasca Arab Spring,  dan 
membuat keputusan yang berlawanan dengan keinginan rakyat. 
“ Mursi dinilai tidak mampu dalam memperbaiki kondisi Mesir pasca 
revolusi 2011, memulihkan perekonomian, kondisi politik, keamanan nasional, 
dan terlalu mementingkan kepentingan kelompoknya, dalam hal ini Ikhwanul 
Muslimin”.4 Lebih lanjut, Mursi selalu menggaungkan slogannya “Islam adalah 
solusi”, Sehingga timbul kecurigaan bagi rakyat dari kalangan minoritas dan 
liberal, bahwa Mursi akan menerapkan konsep fundamentalis Islam di Mesir dan 
menjadi pemimpin yang otoriter seperti Husni Mubarak dalam gaya Islamis. Hal 
ini semakin didukung dengan dikeluarkannya dekrit tentang kekuasaan tak 
terbatas Presiden dan melihat adanya dominasi Ikhwanul Muslimin dalam 
pemerintahan Mesir.  Sehingga revolusi 2011 lalu dianggap gagal dan  tidak 
memberikan hasil yang sesuai dengan cita-cita rakyat .  
                                                             
3________. Mursi Menangi Pilpres Mesir. Terdapat dalam 
http//internasional.kompas.com/read/2012/06/24/2202526/Mursi.Menangi.Pilpres.Mesir diakses 
pada tanggal 28 Desember 2016 
4 Muhammad Fachry Ghafur.2014.  Agama dan Demokrasi :Munculnya Kekuatan Politik 
Islam di Tunisia, Mesir dan Libya. Jurnal Penelitian Politik Vol.11 No.2. Terdapat dalam 
http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/203/87 pada tanggal 1 januari 2017 
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 Pada akhirnya, setelah satu tahun kepemimpinan Mursi, gejolak politik 
tidak juga mereda, malah semakin memburuk. Gerakan semakin membesar dan 
meluas. Bukan lagi hanya demonstrasi biasa, melainkan gerakan people power 
dengan massa rakyat dari seluruh penjuru Mesir dan dengan tuntutan suksesi 
kepemimpinan. Gerakan people power ini dilakukan oleh rakyat Mesir yang 
berasal kelompok sekular, Liberal, Kristen koptik, Front Penyelamatan Nasional, 
serta rakyat biasa yang memiliki tujuan yang sama, yakni untuk melengserkan 
kekuasaan Mursi sebagai Presiden.  
Gerakan dan strategi People Power ini oleh rakyat Mesir dijadikan sebagai 
solusi cepat dalam melakukan perubahan mendasar demi kestabilan di Mesir. 
Kekuatan rakyat dan kelompok-kelompok yang berasal dari latar belakang dan 
ideologi yang berbeda, turun ke jalan menyatukan suara untuk menggulingkan 
Mursi. Mesir kembali bergejolak , mengulang sejarah revolusi 2011 silam.  
Alun-alun tahrir pun menjadi markas kelompok penentang Mursi. Panggung 
demokrasi ada di mana-mana. Di setiap sudut Mesir, rakyat dengan lantang 
menyuarakan orasi mengkritik pemerintahan Mursi. Alun-alun Tahrir sudah 
menjadi simbol gerakan demokrasi di Mesir. Di tempat inilah, dalam sejarah 
Mesir, para pemimpin disingkirkan. 5 
Terdapat dua faktor yang menyebabkan rakyat secara bersama-sama turun 
melakukan aksi atau pergerakan,  yaitu faktor internal dan eksternal.  
                                                             
5 Trias Kuncahyono. 2013. Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir. Jakarta : Kompas 
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Internally, most of the leaders stayed in power for so long, ranging 
from 20 to 40 years. In most cases,they lead their countries with an 
iron fist and excessive violence, leaving the people little space to 
participate in and making them live under pressure. [...] As a result, 
democratic institution does not work well, law and order is not fully 
upheld, there is no political freedom and no good governance. [...] 
Externally, the concurrent movements in the MENA were also 
supported  by foreign players. ‘Democracy’ had been and will 
continue to be the main foreign policy agenda of western powers. The 
west will always ready to pay at all the cost for a democratic change, 
if it not peacefully, by force. 6  
Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa, faktor internal yaitu masa 
kepemiminan yang lama (tidak ada batas waktu kepemimpinan), Sedangkan 
faktor eksternal, yaitu pengaruh dari aktor luar negeri yang juga ikut berperan. 
Sebagaimana diketahui bahwa, demokrasi adalah agenda dari kebijakan politik 
luar negeri barat, sehingga barat ingin paham ini diterapkan di seluruh dunia 
bagaimanapun caranya.  
Secara demografis, mayoritas penduduk di suatu negara merupakan kaum 
muda, yang dimana kaum muda inilah yang dengan semangat menyuarakan 
tuntutan perubahan. Kaum muda tersebut umumnya terhubung dengan jejaring 
sosial, yang saat ini menjadi media penyebaran informasi dan  komunikasi yang 
bersifat real-time. 7  
Dunia maya memberi ruang pada kaum muda ini untuk memberikan 
dukungannya dan pada akhirnya akan meningkat menjadi tuntutan untuk 
perubahan dalam sistem pemerintahan. Seperti diungkapkan oleh Muhammad 
                                                             
 6 Sujatmiko.2011. “Constelation and Change In The Middle East : Sudanese Case” .Jurnal 
Luar Negeri Perubahan di Timur Tengah dan Afrika. ISSN 0215-1235. Hal.24 
7A.M.Fachir,2011.” Gerakan Rakyat Untuk Perubahan :Pembelajaran dari Timur Tengah”. 
Jurnal Luar Negeri Perubahan di Timur Tengah dan Afrika. ISSN 0215-1235 .Hal.21 
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Ashory Mulki dalam tulisannya “Gerakan Agama dan Politik di Mesir:Refleksi 
atas Ikhwan Al Muslimin dan Revolusi Pemuda Tahrir Square di Kairo” yakni : 
The main driver behind the calls for democracy is not the older 
generation of Islamists, but rather youths— often well-educated 
youths—who lack jobs, the ability to voice discontent, and any hope 
for the future. They are less concerned with religion than with 
employment, raising a family, and leading a stable life. In the age of 
the Internet and social media, these youths can compare the freedoms 
they lack with those their counterparts enjoy elsewhere in the world.8 
 
Perbedaan dengan revolusi sebelumnya adalah, kali ini gejolak diperparah 
dengan adanya pertentangan antara kubu Mursi, yakni dari ikhwanul Muslimin  
dari partai keadilan dan kebebasan dan kelompok Tamarrud ( pro militer).   
Keberpihakan militer pada kubu rakyat anti Mursi pun, semakin membuka 
peluang bagi lengsernya Mursi dari posisinya. Hal ini kemudian terbukti setelah 
pada 3 Juli 2013, militer resmi melakukan kudeta terhadap Mursi dan mengambil 
alih kekuasaan negara. Kudeta yang dilakukan atas dasar untuk menyelesaikan 
krisis politik di Mesir, malah memperparah situasi di Mesir. Gelombang protes 
semakin besar, terutama dari kubu Mursi, yang tidak mengakui kudeta militer 
yang terjadi.  
Hal ini semakin membuat Mesir berada pada kekacauan yang besar. Kedua 
kubu, dari pihak Mursi dan Kontra (didukung oleh militer) saling serang sehingga 
mengakibatkan berjatuhannya korban. Militer sebagai pemegang kekuasaan 
sementara, juga ikut andil dalam setiap penyerangan dengan membela kelompok 
anti Mursi.  
                                                             
8 Muhamad Asrory Mulki. 2012.  “Gerakan Agama dan Politik di Mesir : Refleksi Ikhwan 
Al Muslimin dan Revolusi Pemuda Tahrir Square di Kairo”. Universitas Paramadina. Ilmu 
Ushuluddin. Volume 1, Nomor 3 
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Mursi yang terpilih oleh suara rakyat melalui proses pemilihan umum, 
sebagai satu-satunya mekanisme transfer kekuasaan yang paling legitimatif, 
sekaligus paling menjadi terwujudnya demokrasi, nyatanya tak bisa membentung 
People Power untuk  menuntut pelengserannya. Tentu saja itu merupakan 
penghianatan terhadap demokrasi yang selama ini digaungkan. 
Michael Hudson dalam bukunya “Arab Politics The Search for  
Legitimacy”, yang juga dikutip oleh Siti Muti’ah Setiawati, mengamati bahwa 
“Negara-negara Arab, pada umumnya mengalami legitimasi politik yang akut. 
Tanpa legitimasi yaitu pengakuan kekuasaan dari rakyat kepada pemimpin, maka 
akan susah bagi pemimpin, untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat”.9 
Maka ketika Mursi tidak bisa mendapatkan pengakuaan dari rakyatnya lagi, maka 
akan sulit bagi Mursi untuk meredam gejolak rakyat ini.  
Demontrasi sejak dulu sudah sering terjadi, namun tidak pernah berhasil 
dalam mengubah tatanan yang ada apalagi, menumbangkan rezim yang berkuasa. 
Namun, lain halnya dengan People Power yang dapat melakukan keduanya. 
“Suara rakyat yang tergabung dalam People Power memiliki andil besar untuk 
mengubah dan menghentikan kekuatan politik apapun yang tidak sesuai dengan 
kepentingan bersama” 10. Hal ini merupakan salah satu wujud pengaruh dari 
People Power.  
                                                             
9 Michael Hudson . Terdapat dalam Siti Muti’ah setiawati.2011. Perpaduan Pesona dan 
Problema Pergolakan politik Mesir. Jurnal Luar Negeri Perubahan Timur Tengah dan Afrika 
Utara.ISSN 0215-1235. Hal. 65 
       10 Amani Lubis.2011. Lok.Cit. hal 43 
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People power, meletakan kekuatan rakyat sebagai poin utama dalam 
perubahan politik suatu negara. Dilihat dari sejarah suksesi kepemimpinan Mesir, 
selama ini terlihat bahwa, tidak ada satupun Pemimpin Mesir yang turun dari 
posisinya karena habisnya masa jabatan. Salah satu yang menjadi faktor penyebab 
dalam suksesi kepemimpinan di Mesir, yaitu People Power.  
Mesir yang secara historis merupakan negara yang kuat dengan 
kapabilitasnya di dunia internasional, mengalami revolusi untuk kedua kalinya 
dalam rentan waktu yang berdekatan, dan dengan tingkat mobilitas lebih besar 
daripada Arab spring 2011.11 Kekuatan rakyat yang tergabung dalam People 
Power, menunjukan semangat rakyat untuk memperbaiki kembali kondisi 
ekonomi dan politik Mesir dengan melakukan perubahan mendasar pada tatanan 
kenegaraan. 
Sangat menarik melihat pengaruh People Power dalam proses revolusi 
Mesir dalam suksesi kepemimpinannya. Fenomena tersebut menjadi asumsi dasar 
penulis sebagai tantangan untuk mengkaji lebih jauh, khususnya pengaruh People 
Power dalam Suksesi kepemimpinan pada masa Pemerintahan Mursi, yang 
notabene merupakan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat melalui 
demokrasi. Untuk itu, penulis menunangkan keinginan tersebut dengan judul 
“Pengaruh People Power Dalam Suksesi Kepemimpinan Di Mesir” 
 
 
                                                             
11 _______, Masa depan Mesir Pasca Referendum. Harian Kompas. 23 Januari 2014. Hal 7 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, dan untuk memudahkan 
penulis dalam pembahasan ini, maka penulis tidak akan membahas keseluruhan 
suksesi kepimpinan yang ada di Mesir, namun akan membatasinya hanya pada 
masa suksesi kepemimpinan dari Mursi ke El-sisi . Penulis menitikberatkan pada 
dua pertanyaan pokok sebagai rumusan masalah yaitu : 
a. Apa yang melatarbelakangi terjadinya People Power dalam suksesi 
kepemimpinan di Mesir? 
b. Bagaimana wujud pengaruh People Power dalam suksesi kepemimpinan di 
Mesir?  
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya People 
Power dalam suksesi kepemimpinan  di Mesir 
b. Untuk mengetahui dan memahami wujud pengaruh people power dalam 
suksesi kepemimpinan di Mesir 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
a. Secara akademis, dapat memberikan analisa pengaruh People Power dalam 
suksesi kepemimpinan Di Mesir, sehingga dapat dijadikan bahan 
perbandingan bagi mahasiswa yang memiliki minat yang sama dalam isu 
suksesi kepemimpinan di Mesir. 
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b. Secara praktis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 
referensi ilmiah dan memberikan masukan kepada setiap elemen yang 
berminat membahas topik yang sama tentang pengaruh People Power dalam 
suksesi kepemimpinan di Mesir 
 
D. Kerangka Konseptual 
Untuk membuat sebuah tulisan ilmiah, maka diperlukan pemahaman tentang 
kerangka konsep yang digunakan, untuk keperluan landasan pemahaman tentang 
judul dan materi yang akan dibahas . Teori maupun konsep ini akan menajdi 
pijakan bagi penulis untuk memaparkan bahkan meganalisa fakta yang terjadi . 
Sangat diperhatikan agar teori dan konsep yang digunakan , relevan dengan 
penelitian yang dilakukan. Penjabaran tentang teori, akan dijelaskan lebih rinci 
pada bab II , tinjauan pustaka.  
Dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep people power dan konsep 
kepemimpinan, yang juga merupakan fokus utama dari penelitian ini. Dalam 
melihat gejolak politik dan suksesi kepemimpinan di Mesir, tak lepas dari 
pengaruh people power. Secara historis, Mesir juga selalu dihadapkan pada 
tuntutan-tuntutan rakyat akan pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan yang 
diterapkan. Banyaknya kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, membuat rakyat 
yang awalnya tidak memiliki kekuatan, kemudian bergabung membentuk 
kekuatan baru.   
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People power dapat  terjadi ketika masyarakat merasa faktor-faktor utama 
penyokong kehidupan yang seharusnya dipenuhi oleh negara, terabaikan begitu 
saja. Dan unsur utama itu adalah kesejahteraan dan keadilan. Hal ini diungkapkan 
oleh Eduardo T.Gonzales dalam tulisannya “People Power in the Philippines: 
Between Democratic Passions and the Rule of Law” yakni   : 
 
If it is considered important for society, it should be seen as consisting 
of two distinct elements: ( 1) the value of freedom: that it is important 
enough to be guaranteed for those who "matter" in a good society; 
and (2) the equality of freedom: that everyone matters, and thus 
freedom should be guaranteed, on a shared basis, for all.12  
 
Istilah people power sudah mulai dikenal sejak gerakan masyarakat Filipina 
paa tahun 1986 yakni revolusi EDSA. Namun sebenarnya people power telah ada 
jauh sebelum revolusi EDSA terjadi. People power dahulunya dikenal dengan 
istilah dalam konsep “ popular partisipation”, “empowerment of People “ dan 
“community organizing and mobilization”13 
Fenomena People Power bukan hanya dilihat sebagai “popular movement”, 
lebih dari itu adalah sebuah gerakan yang memiliki kekuatan yang besar yang 
mampu menumbangkan rezim atau pemimpin suatu negara. Gerakan ini memiliki 
ciri utama melibatkan “orang biasa” atau berasal dari bawah -bukan pelaku politik 
formal dan menyertakan tuntutan perubahan rezim. 
People Power merupakan sebuah gerakan rakyat yang terdiri dari 
sekumpulan individu yang terorganisir, mengatasnamakan  keadilan dan 
                                                             
12 Eduardo T.Gonzalez. 2003.  People Power in the Philippines: Between Democratic 
Passions and the Rule of Law . Asian Studies Journal. Volume 39 Numbers l - 2 . Hal 156 
13 Mani Thess Q. Pena. 2001. People Power in A Regime of Cosntitutionalism and The 
Rule of Law. Philippine Law Journal. Vol. 76 No. 1 Hal. 19 
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kesejahteraan masyarakat dengan basis kekuatan yang berasal dari mobilisasi 
massa (jumlah massa). Massa yang terdiri dari berbagai latar belakang dan 
ideologi yang berbeda bersatu demi tercapainya tujuan bersama. Dalam hal ini, 
rakyat Mesir yang terdiri dari berbagai jenis kelompok yang berbeda diantaranya 
kelompok sekuler, liberal, kristen koptik, militer, dan kelompok lainnya yang 
kontra terhadap pemerintahan Mursi berkumpul dan bergabung dalam People 
Power menuntut satu tujuan, yaitu suksesi kepimpimpinan.  
Untuk itu, penulis menggunakan konsep people power ini sebagai landasan 
untuk menganalisa fenomena people power di Mesir. Baik itu merupakan, 
kekuatan, makna dan tujuan people power itu sendiri dalam gejolak politik di 
Mesir. Dengan menjadikan konsep ini sebagai dasar maupun landasan berpikir, 
diharapkan dapat mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di Mesir . 
Serta mampu melihat perbedaan people power yang terjadi di Mesir dengan 
fenomena people power di negara lain.  Untuk kemudian dikaitkan dengan 
kepemimpinan Mursi, dengan mengunakan konsep kepemimpinan dalam melihat 
proses ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Mursi selama memimpin 
Mesir.  
Metode Penelitian 
1. Tipe penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis mengunakan tipe penelitian deskriptif –
analitik. Tipe penelitian ini menggunakan pola penggambaran keadaan fakta 
empiris yang disertai argument yang relevan. Hasil uraian tersebut dilanjutkan 
dengan analisis yang berujung pada kesimpulan bersifat analitik. yaitu 
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menggambarkan faktor-faktor penyebab terjadinya suksesi kepemimpinan di 
Mesir serta wujud pengaruh People Power dalam suksesi kepemimpinan di 
Mesir. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait kasus ataupun 
fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah penelitian.  
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data atau 
telaah pustaka ,yaitu cara pengumpulan data teoritis dengan menelaah literatur  
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, artikel, 
makalah, laporan ,artikel dokumen dari berbagai media baik media elektronik 
maupun media non elektronik. Data dapat diperoleh melalui : 
a. Perpustakaan  yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin   
b. Informasi dari koran, jurnal, dan majalah baik yang didapat langsung 
maupun melalui internet.  
3. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. 
Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan data 
teoritis dan fakta-fakta yang ada , kemudia menghubungkan fakta-fakta dengan 
fakta yang lain sehingga menghasilkan argumen yang tepat.  
4. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dengan 
menggambarkan dengan memulai pembahasan dengan menggambarkan secara 
15 
 





















GAMBARAN UMUM MASA TRANSISI MESIR PASCA ARAB SPRING 
DAN KONDISI MESIR PADA MASA KEPEMIMPINAN MURSI 
A. Profil Mesir 
1. Demografi  
Mesir adalah negara terpadat di Timur Tengah dan ketiga terpadat di Afrika, 
dengan penduduknya hampir homogen. Dalam CIA World Factbook disebutkan 
bahwa persentase etnis yang ada di Mesir yakni mengatakan : “ Egyptian 99,6 % , 
others 0.4 %”46. Persentase ini cukup besar , untuk mengatakan bahwa Mesir 
merupakan negara yang homogen. Sedangkan etnis minoritasnya terdiri dari etnis 
Abazas, Turki, Yunani, suku beja, suku-suku Badui Arab yang tinggal di padang 
pasir Timur dan semenanjung Sinai. Imigran di Mesir sebagian besar berasal dari  
Irak , Ethiophia, somalia, Sudan selatan, dan Eritrea. Jumlah Imigran dari tiap 
negara dibawah 7000 orang. Kecuali Imigran Sudan, yang berjumlah kurang lebih  
28.000 orang. 47 
Penduduk Negara Mesir berjumlah kurang lebih 83.441.282 pada tahun 
2012, dan pada tahun 2013, meningkat menjadi 91.100.254 jiwa Dengan laju 
 pertumbuhan penduduk 2,9% setiap tahunnya, dan kepadatan penduduk 66  jiwa / 
                                                             
46  People and Society in Egypt. Terdapat dalam 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html diakses pada tanggal 9 
Mei 2017 




km .48 Situasi Mesir dengan angka kelahiran tinggi pada akhirnya berdampak 
pada pengangguran, penurunan kualitas kesehatan dan layanan pendidikan, serta 
populasi penduduk yang tidak merata dimana setidaknya terdapat sepertiga 
penduduk berumur 14 tahun ke bawah. Pada umumnya, hal tersebut sudah cukup 
untuk menciptakan situasi revolusioner di Mesir.  
Persebaran penduduk, mayoritas berada di pinggir sungai Nil.  Karena dari 
100 persen wilayah Mesir, hanya 4 persen yang didiami oleh penduduk, 
sedangkan 96 persen lainnya merupakan daratan tandus ( gurun sahara).  
 
Gambar 1. Persebaran Penduduk Di Mesir49 
                                                             
48 _______. 2014. Selayang Pandang Mesir. Jakarta : Kementrian Luar Negeri Indonesia 
Cairo. Hal 4 
49 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html diakses pada 




Bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan oleh rakyat Mesir, yang 
diperkenalkan pada abad ke-7,saat masuknya Islam. Sebagai bekas koloni Britania 
Raya, bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa kedua, kebanyakan dalam 
bidang ekonomi dan oleh masyarakat terpelajar dan elit.  
Mayoritas dari penduduk di Mesir adalah kaum muda. Kaum muda di sini 
diartikan sebagai tipe pekerja dan masih produktif. Berikut data penduduk di 
Mesir berdasarkan sex dan umur : 
Umur Laki-laki Perempuan Total % 
0-4 4.910.594 4.538.740 9.449.334 11,17 
5-9 4.657.900 4.313.848 8.971.748 10,60 
10-14 4.079.894 3.812.951 7.892.845 9,33 
15-19 4.079.894 3.853.840 7.933.638 9,37 
20-24 4.353.289 4.140.279 8.493.568 10,04 
25-29 4.195.561 4.037.843 8.233.404 9,73 
30-34 3 438 467 3 342 721 6 781 188 8,01 
35-39 2 660 343 2 596 487 5 256 830 6,21 
40-44 2 323 857 2 269 370 4 593 227 5,43 
45-49 2 134 584 2 095 590 4 230 173 5,00 
50-54 1 871 704 1 850 252 3 721 956 4,40 
55-59 1 535 218 1 523 136 3 058 354 3,61 
60-64 1 135 641 1 144 907 2 280 548 2,69 
65-69 788 639 807 569 1 596 208 1,89 
70-74 515 244 531 564 1 046 809 1,24 
75-79 294 425 306 672 601 097 0,71 
80+ 241 849 246 108 487 957 0,58 
Total 43 217 105 41 411 877 84 628 982 100 
Tabel 1. Data Penduduk Mesir Berdasarkan Sex dan Umur50 
Umur Laki-laki Perempuan Total % 
0-14 13 648 388 12 665 539 26 313 927 31,09 
15-64 27 728 560 26 854 425 54 582 985 64,50 
65+ 1 840 157 1 891 913 3 732 070 4,41 
Tabel 2. Data Penduduk Mesir Berdasarkan Sex dan Umur51 






Agama memiliki peranan besar dalam kehidupan di Mesir. Secara tak 
resmi, adzan yang dikumandangkan lima kali sehari menjadi penentu berbagai 
kegiatan. Kairo juga dikenal dengan negara 1000 menara,  baik  menara 
masjid dan gereja. Gereja Kristen Koptik memiliki keunikan dari denominasi 
Kristen lainnya, karena, seperti Kristen Asiria, mereka masih menggunakan 
bahasa kuno yang dulu mendominasi daerah mereka sebagai bahasa liturgi, dalam 
hal ini bahasa Mesir dalam bentuk Koptik. 52 selain itu, agama kristen koptik di 
Mesir, merupakan komunitas kristen koptik  terbesar di dunia.  
Menurut konstitusi Mesir, semua undang-undang harus sesuai 
dengan hukum Islam. Negara mengakui mazhab Hanafi lewat Kementerian 
Agama. Imam dilatih di sekolah untuk imam dan di Universitas Al-Azhar, yang 
memiliki komite untuk memberikan fatwa untuk masalah agama. 90% dari 
penduduk Mesir adalah penganut Islam, mayoritas Sunni dan sebagian juga 
menganut ajaran Sufi lokal. Sekitar 10% penduduk Mesir menganut 
agama Kristen; 78% dalam denominasi Koptik (Koptik Ortodoks, Katolik Koptik, 
dan Protestan Koptik). 53 Lebih lanjut dikatakan bahwa “Egypt is dominated 
religiously by Islam. Most Muslims identify with the Sunni tradition, which is 
normal for countries of Islamic majority elsewhere in the Middle East and the 
                                                                                                                                                                       
51 Ibid 
52 CIA World Factbook, Loc.cit 
53 “Agama Di Mesir”. Terdapat dalam https://id.wikipedia.org diakses tanggal 9 Mei 2017 
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world. The presence of Christianity dates back to the time of Christ and there are 
even traditions of some of the original apostles ministering in Egyp”54 
Dengan agama Islam yang menjadi mayoritas, sehingga banyak sekali 
terjadinya diskriminasi terhadap agama minoritas. Tak hanya itu , agama Islam 
minoritas seperti ahmadiyah dan shiah juga sering mengalami diskriminasi. 
Penyerangan tempat-tempat ibadah kaum minoritas, juga merupakan hal yang 
biasa. Pada tahun 2013, gereja kristen koptik dan kelompok syi’ah , diserang oleh 
kelompok yang tak dikenal saat sedang melakukan peribadatan. Sehingga 
menimbulkan polemik dan ketidakstabilan politik di Mesir.  
Kebebasan dari beragama memang secara resmi dilegalkan oleh konstitusi 
Mesir, namun sangat dibatasi pada ranah pemerintahan. Karena Mesir menganut 
paham sekularisme , yang memisahkan antara agama dan politik pemerintahan. 
Dalam artikel 45 dari konsttusi, Mesir memberikan kebebasan beragama untuk 
tiga agama Abrahamic yakni Islam , kristen dan yahudi, tapi hanya tiga agama itu 
saja. Selebihnya dilarang karena tidak diakui di konstitusi yang mengakibatkan 
kelompok gama yang tidak diakui ini , tidak bisa mendapatkan kartu identitas.  
Namun, pada tahun 2008, pada kasus di pengadilan, diputuskan bahwa kelompok 
yang tidak diakui oleh konstitusi masih bisa mendapatkan kartu identitas, dengan 
mengosongkan kolom agamanya. 55 
                                                             
54 Religion in Egypt Fast Facts. Terdapat dalam  http://www.religionfacts.com/egypt 
diakses pada tanggal 10 Mei 2017 
55______. Egypt Baha’is win court fight over identity papers. Terdapat dalam  
papers"http://af.reuters.com/wire/news/usnL29677385.html diakses pada tanggal 21 Mei 2017 
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Sebagai negara Islam modern,  Mesir berperan sebagai  pimpinan dunia 
Arab dalam bidang politik, militer, kebudayaan, dan agama. 56 Kebudayaan Mesir 
didominasi oleh kebudayaan Islam yang kental, bahkan dijadikan sebagai 
penghasil peradaban Islam bagi bangsa Arab. Mesir menjadi barometer 
modernisasi yang mengarah pada sekulerisme dan kebarat-baratan. 57 Hal ini 
terlihat dari walaupun mayoritas rakyatnya beragama islam namun hukum Islam 
tidak diterapkan secara menyeluruh, seperti halnya Arab Saudi. Dan juga banyak 
kalangan terdidiknya, lebih memilih untuk menggunakan bahasa Inggris dan 
bahasa Prancis, daripada berbahasa Arab.  
Hal yang kemudian berkembang sekarang adalah banyaknya gerakan 
kebangkitan Islam yang ingin menjadikan islam bukan hanya agama yang 
urusannya hanya terbatas pada ranah personal saja , melainkan lebih kepada aspek 
publiknya. Seperti di kutip dalam Religion in Fact berikut : ‘Most upper- and 
middle-class Muslims believed either that religious expression is a private matter 
for each individual or that Islam should play a more dominant role in public life. 
Islamic religious revival movements, whose appeal cuts across class lines, have 
been present in most cities and in many villages for a long time.”58 
 
 
                                                             
56 https://www.academia.edu/28049083/PROFIL_NEGARA_MESIR.pdf harlan Hafiz  
57“ Profil Negara Mesir “.http://eprints.uny.ac.id/21742/2/BAB%20I.pdf . diakses pada 
tanggal 22 Februari 2017 




B. Masa Transisi Mesir Pasca Arab Spring 
Revolusi Arab spring berhasil menggulingkan Husni Mubarak pada 25 
Januari 2011 merupakan awal dari demokratisasi yang ada di Mesir. selain itu 
juga dianggap sebagai revolusi pembebasan dari pemerintah otoriter, yang 
berfokus hanya pada kekuasaannya saja, tanpa mementingkan rakyat Mesir. 
dengan munculnya revolusi Arab spring di Mesir ini, menandai awal bagi transisi 
negara, menuju pemerintahan yang demokratis. Untuk membuat demokrasi 
berfungsi baik dalam kehidupan di Mesir, tentunya bukanlah perkara yang mudah. 
Hal itu juga kemudian dipaparkan oleh Trias Kuncahyono dalam bukunya yakni “ 
Demokrasi bisa bertahan bila ada pelembagaan dari cara-cara mencapai tujuan 
bersama serta kesepakatan untuk tetap saling percaya sebagai suatu bangsa 
meskipun berbeda pendapat. Hal inilah yang belum dimiliki Mesir. Kuantitas 
diskusi kenegaraan dalam wadah model pemerintahan demokrasi masih sedikit di 
Mesir.”59 
Masa transisi di Mesir menuju demokrasi identik dengan peranan militer 
dalam politik dan ekonomi di Mesir. Secara historis, militer memiliki kekuasaan 
yang besar di Mesir. Hal ini dikarenakan, sejak kudeta militer 1952 yang 
dilakukan perwira bebas dan Gamal Abdel Nasser , sampai tahun 2011, seluruh 
Presiden Mesir selama ini berasal dari militer, entah itu angkatan darat maupun 
udara. “ sebanyak 40 persen perekonomian di Mesir juga dikelola dan dimiliki 
oleh militer. Urusan impor bahan baku untuk industri, konstruksi, produksi, 
bahkan bisnis real estate dipegang oleh orang-orang militer . pihak militer juga 
                                                             




kerap ‘dipakai’ oleh politisi sipil untuk melanggengkan kekuasaanya. Model 
seperti ini dilakukan oleh Mubarak “60 
Setelah husni Mubarak turun, milter terus mengambilalih dan 
mengintervensi segala yang berhubungan dengan pengambilan keputusan di 
Mesir. Ahmad Syafiq , sebagai Perdana Menteri saat Mubarak menjabat, 
kemudian di angkat menjadi Presiden sementara oleh militer sampai pemilihan 
parlemen dan Presiden dilakukan. Militer sebagai pemegang kendali masa transisi 
ini, dintuntut oleh rakyat untuk mengawal demokrasi dan melaksaknakan 
pemilihan umum secepatnya. Sehinggga pada akhir tahun 2011, militer segera 
melaksanakan pemilihan umum Parlemen yang kemudian disusul oleh pemilihan 
Presiden pada mei 2012. 
Selama masa transisi ini, militer yang telah berhasil mengambil hati rakyat 
pada revolusi Arab Spring ini, mengalami sejumlah konflik akibat adanya 
politisasi dan ketidaksabaran rakyat untuk pengalihan kekuasaan kepada sipil.  
Militer menegaskan komitmennya untuk mengantarkan proses transisi politik dan 
kekuasaan di Mesir menuju terbentuknya sebuah pemerintahan sipil yang 
demokratis sesuai dengan amanat revolusi. Sehingga militer merancang sejumlah 
kebijakan melalui proses dialog dengan berbagai kelompok di Mesir. 
Setelah dua hari Mubarak turun, militer mengeluarkan Deklarasi 
Konstitusional I yang memuat beberapa hal yaitu pembekuan Konstitusi Mesir; 
pembubaran dua lembaga perlemen yaitu Majelis Shaab dan Mejelis Shoura; 
penegasan sifat sementara kekuasaan militer selama enam bulan atau hingga 




pelaksaanaan Pemilu Parlemen dan Presiden; keputusan untuk mempertahankan 
kabinet PM Ahmed Shafiq; keputusan untuk membentuk komite amandemen 
Konstitusi; dan komitmen untuk tetap menghormati perjanjian internasional yang 
mengikat Mesir. 61 
Deklarasi Konstitusional II merupakan hasil dari pemantapan deklarasi 
konstitusional sebelumnya. Deklarasi kedua memuat 63 pasal termasuk pasal-
pasal yang diamandemen melalui referendum dan mengatur berbagai aspek 
ketatanegaraan Mesir serta kekuasaan transisional SCAF hingga pelaksanaan 
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Pokok-pokok amandemen yang tercakup 
dalam konstitusi tersebut yaitu pelonggaran mekanisme pencalonan presiden, 
pembatasan masa jabatan presiden (maksimal 2 tahun berturut-turut), 
pengembalian fungsi supervise penuh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan 
pemilu/referendum untuk menjamin asas bebas, jujur, dan adil, pembatasan 
pemberlakuan darurat (6 bulan dan selanjutnya harus melalui referendum), dan 
pengaturan mekanisme penyusunan konstitusi baru oleh lembaga legislatif 
mendatang.62 
Dari kedua kebijakan itu, maka dijadikan dasar untuk melakukan pemiihan 
parlemen. Dalam pemilu parlemen ini, kekuatan yang mendominasi bukan lagi 
berasal dari National Democratic Party, partai dari Mubarak, melainkan 
munculnya kekuatan baru yakni, kaum islamis sebagai kelompok yang 
mendominasi suara. Sehingga kaum islamis ini kemudia menjadi sebagai pemain 
                                                             




utama dalam panggung politik di Mesir. Dan pada saat pemilihan Presiden pun, 
kaum Islamis, dari Ikhwanul Muslimin lagi-lagi mendominasi perolehan suara.  
Ditengah menunggu hasil pemilihan presiden 2012, Militer secara tiba-tiba 
membubarkan parlemen dan mengambil alih kembali kekuasaan legislatif 
padanya kelompok militer. Dan siapapun yang akan menjabat sebagai Presiden 
bisa berkuasa tanpa pengawasan dari parlemen. Militer melakukan pembubaran 
ini didasarkan pada komposisi parlemen menurut konstitusi, yang dimana tidak 
ada keseimbangan komposisi didalamnya. Satu kelompok mendominasi lebih 2/3 
kursi di parlemen. Sehingga asas mayoritas dan minoritas sangat terasa.  
Menuju pilpres tahap kedua juga diwarnai berbagai aksi demontrasi massa 
yang turun ke jalan. Para demonstran menyampaikan beberapa hal yaitu tuntutan 
mereka terhadap peralihan kekuasaan dari Dewan Militer Mesir ke sipil agar 
dilakukan secepatnya. Hal lain yang juga mendorong demonstran turun ke jalan 
adalah keikutsertaan Ahmed Shafik dalam pilpres Mesir karena rakyat secara 
tegas menolak keterlibatan para politisi rezim sebelumnya dalam era 
pemerintahan baru. Terakhir adalah proses peradilan mantan presiden terguling 
Hosni Mubarak dan menteri dalam negerinya yang divonis peradilan Mesir atas 
hukuman seumur hidup sementara rakyat menginginkan Mubarak dan keluarga 
memperoleh hukuman mati. 63 
Pada masa transisi ini , ekonomi juga memburuk. Angka penganggguran 
mencapai 13,2 %. Angka kemiskinan naik tajam hingga 70%, dimanan 48% 
                                                             






warga Mesir hidup dalam kemiskinan dan keamanan pangan di Mesir menurut 
PBB meningkat . Angka kekurangan gizi juga meningkat menjadi 31 %. Akibat 
dari krisis politik di Mesir, investasi juga menurun tajam bahkan mencapai titik 0 
dan bantuan dari Internasional Moneter Fund ( IMF) menjadi sangat sulit 
didapatkan. 64 
.Utang luar negeri dan domestik mencapai USD 180 miliar atau 90% dari 
pendapatan domestik nasional Mesir. Pemasukan negara juga susut akibat 
produksi terhenti, baik akibat revolusi maupun unjuk rasa buruh menuntut 
kenaikan upah. Pada Mei 2011, sektor industri Mesir merugi mencapai USD 3,2 
miliar. Cadangan devisa Mesir anjlok dari USD 36 miliar pada Desember 2010 
menjadi USD 16 miliar pada April 2012. Pemerintah Mesir mengklaim rugi USD 
1 miliar per bulan sejak 25 Januari. Pertumbuhan ekonomi anjlok hanya 2,5% 
pada tahun 2011 dan hanya naik hingga 4% pada tahun 2012.65 
 
C. Kondisi Mesir Pada Masa Kepemimpinan Mursi 
1. Ideologi Politik 
Ideologi berasal dari bahasa yunani yaitu dari kata “idea” dan “logos”. Idea 
berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, sedangkan logos berarti 
ilmu . Mubyarto mendefinisikan bahwa ideologi sejumlah doktrin, kepercayaan, 
dan symbol symbol masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan atau 
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pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu.66 Dalam 
tinjauan terminologis ,”ideoloogy is manner or contet of thingking characteristic 
of an individual or class”67. 
Ideologi memberikan gambaran tentang sistem nilai yang berlaku dalam 
suatu negara. Ideologi juga berfungsi sebagai untuk mengurangi ketegangan dan 
gap antar masyararakat yang diperintah dan pemerintah. Setiap anggota 
masyarakat mengambil bagian dalam keyakinan dan keputusan nilai tertentu, yang 
merupakan suatu ideologi pemersatu bangsa.  
Ideologi politik  adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan 
bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order 
masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan 
bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan 
Dengan memberikan dasar etika pada kekuasaan politik, ideologi juga 
mempersatukan rakyat suatu negara atau pengikut suatu gerakan yang 
berusaha mengubah negara. Ideologilah yang memungkinkan adanya 
komunikasi yang simbolis antara pemimpin dan yang dipimpin , untuk 
berjuang bahu membahu demi prinsip bukan pribadi. Ideologi juga 
merupakan suatu pedoman untuk memilih kebijaka dan perilaku 
politik. Ideologi memberikan cara kepada mereka yang 
menginginkannya dan meraka yang yakin akan arti keberadaannya 
dan tujuan tindakannya. Karena itu, keberhasilan suatu ideologi 
tertentu, sedikit banyaknya merupakan masalah kepercayaan yang 
lahir keyaninan yang rasional. Dan ini berlaku sama baik pada 
ideologi yang bersifat demokrastis atau otoriter. 68 
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Sebagai sebuah negara, ideologi yang berkembang di Mesir, pernah 
mengalami perubahan,tergantung pemimpin yang berkuasa. Karena 
kepemimpinan dan ideologi suatu negara, adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. 
Pada masa-masa awal terbentuknya Mesir sebagai republik, Mesir pernah 
menganut ideologi sosialisme. Ideologi ini dikembangkan oleh Nasser dan 
kemudian dilanjutkan oleh Anwar sadat, dengan sedikit perubahan (lebih 
terbuka). Ideologi ini pun menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang 
selanjutnya dikeluarkan. Contohnya Nasser yang mengeluarkan kebijakan tentang 
batas penguasaan tanah yang dimiliki oleh rakyat Mesir. Hal ini sesuai dengan 
ideologi sosialisme yang menekankan kesamarataan ekonomi dan tidak adanya 
kepemilikan publik.69   
Namun, seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, dan suksesi 
kepemimpinan, Mesir beralih dari ideologi sosialisme dan menganut ideologi 
liberalisme. Hal ini terlihat dari bagaimana proses pelaksaan kekuasaanya, 
hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah Mesir .  
Liberalisme berasal dari kata liberalis yang berarti bebas. Dalam 
liberalisme, kebebasan individu, pembatasan kekuasaan raja (pemerintah), dan 
persaingan pemilik modal (kapital). Karena itu, liberalisme dan kapitalisme 
terkadang dilihat sebagai sebuah ideologi yang sama. Ada tiga hal yang mendasar 
dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik (life, 
                                                             




liberty and property). 70 Ideologi ini mementingkan kebebasan perseorangan. 
Manusia pada hakikatnya adalah mahluk individu yang bebas, pribadi yang utuh 
dan lengkap . Tanpa ada kekangan dari pihak manapun termasuk negara dan 
pemimpinnya. 71 
Liberalisme merupakan tahap awal demokratisasi di Mesir dan lingkupnya 
terbatas. Liberalisme meliputi proses mengefektifkan hak-hak tertentu yang 
melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-
wenang atau tidak sah yang dilakukan oleh negara. Sedangkan demokratisasi yang 
berkaitan dengan kewarganegaraan , dimana demokratisasi mencakup hak untuk 
mendapat perlakuan yang sama dengan orang lain dan membuka akses terhadap 
seluruh rakyat. 72 
Berdasarkan konstiitusinya, ideologi liberal yang dianut Mesir termakjub 
dalam beberapa artikel pada konstitusi Mesir 2012 saat Mursi memimpin, 
tepatnya pada bab 2 tentang hak sipil dan politik. berikut adalah artikel dalam 
konstitusi Mesir yang mencerminkan ideologi liberal yang dianutnya :  
1. Artikel 45 “ The freedom of thought and opinion are guaranteed. Every 
person has the right to express his opinion in spreaking, writing, image, 
or otherwise, “ .  
2. Artikel 46 “ Every citizen has the right to creative expression in its 
various forms. “ 
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3. Artikel Article 48 “ the freedom of journalism , the press, the publishing, 
insdustry, broadcasting, and other media is guaranteed” 
4. Artikel 50 “ The citizens have the right to organize public gatherings 
and engange in peaceful, unarmed demonstrations. The requires a 
notification as stipulated by law”73 
Dengan adanya konstitusi yang mengatur, rakyat secara bebas dapat 
mengungkapkan pendapatnya ,baik itu dalam bentuk perorangan maupun 
kelompok dalam bentuk demonstrasi di jalan.  
Terlepas dari sistem demokrasi yang dianut oleh Mesir,dan setelah 
terjadinya revolusi Arab Spring, rakyat Mesir meyakini bahwa kebebasan adalah 
hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara , sebagai wujud 
demokrasi yang dianutnya. Masa kepemimpinan atau kekuasaan yang ada 
sebelumnya, yang penuh dengan kekangan , tekanan, dan pemaksaan terhadap 
rakyat ,kemudian dijadikan sebagai pembelajaran bagi Mesir untuk melihat 
ideologi dan prinsip apa yang harus menjadi pegangan mereka kedepanya. Untuk 
kemudian menerapkannya, baik sebagai ideologi yang bersifat strutural , 
fungsional , maupun pragmatis.   
Ideologi politik struktural adalah ideologi sistem pembenaran atau gagasan 
atas setiap kebijakan yang di ambil. Sedangkan, ideologi politik fungsional adalah 
sepeangkat gagasan tentang kebaikan yang diambil yang dianggap paling baik. 
Dan yang terakhir, Ideologi pragmatis ini,  pelaksanaanya tidak diawasi oleh 




aparat partai melainkan kelembagaan , seperti contohnya ideologi politik 
liberalisme. 74 
Dalam realitas politik Timur Tengah saat ini, terutama di Mesir, politik 
Islam seolah menjadi kekuatan baru yang tidak terbantahkan lagi terutama pasca 
terjadinya Arab Spring. Menguatnya pengaruh politik Islam di Mesir , dengan 
munculnya kekuatan politik Ikhwanul Muslimin, menjadi permasalahan yang 
dihadapi oleh Mesir di tengah menguatnya tuntutan terhadap demokrasi itu 
sendiri. Karena pada dasarnya kelompok ini mengusung ideologi yang 
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi liberal.  Politik 
Islam sebagai ideologi  dapat menjadi sebuah kekuatan baru dan juga sumber dari 
permasalahan yang ada dalam realitas politik Mesir . 
Olivier Roy memandang bahwa politik Islam adalah gaya baru dari sebuah 
gerakan Islam yang modern yang memiliki tujuan spesifik untuk menciptakan 
prototipe masyarakat Islam yang sebenanrya.Hal yang sama juga dikatakan oleh 
Mohammed Ayoob bahwa Islam bukan hanya sekedar agama tetapi juga sebagai 
sebuah ideologi politik yang menjadi alat untuk mencapai tujuan politik yang 
terefleksi dari penggunaan simbol dan konsep Islamis di ranah publik 75 
Ideologi yang pada dasarnya dapat dijadikan sebagi suatu komunikasi antara 
pemimpin dan rakyat, dan menjadi alat yang melegitimasi kekuasaan pemimpin, 
haruslah berasal dari ideologi yang sama. Seorang pemimpin , harus memiliki 
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ideologi yang sama dengan apa yang diinginkan dan diyakini rakyat, agar 
kekuasaannya mendapatkan legitimasi.  
Karena memberikan pengesahan pada pemerintah, ideologi membenarkan 
adanya ststus quo. Tapi, ideologi bisa juga digunakan oleh pemberontak atau 
pembaharu untuk menyerang status quo. Para pemberontak atau pembaharu bisa 
membenarkan tindakan kekerasan mereka dengan bersandar pada prinsip “hak-
hak dasar”76 Ideologi yang dianut oleh Mursi, dijadikan sebagai salah satu alasan 
bagi pembaharu dan pemberontak untuk menyerangnya. Dengan berpegang pada 
prinsip “hak-hak dasar”, ideologi yang tadinya berbeda-beda diantara rakyaat 
Mesir, bisa dengan mudah disatukan, untuk menyerang status quo.  
Setiap ideologi memiliki persepsi tersendiri dari suatu pemerintahan yang 
ideal, yang dianggap sah maupun dianggap tidak sah. Dengan demikian, dapat 
ditarik kesimulan bahwa ideologi memiliki peran dalam memnetukan tipe 
legitimasi, apakah bersifat monarki, demokrasi, komunis, atau apaun itu. 
Legitimasi tidak didefinisikan secara abstrak , dalam hubungan yang ideal tipe 
ideal pemerintahan dengan nilai yang absolut , akan tetapai secara konkrit, dalam 
hubungan dengan konsep-konsep historis dari tipe ideal pemerintah, taitu setiap 
ideologi politik.  Dalam hal ini, kita melukiskan sebagai pemerintahan yang sah , 
pada saat tertentu , apaabila sesuai dengan ide yang dimiliki rakyat tentang suatu 
pemerintah yang sah, dengan kata lain, keyakinan rakyat tentang legitimasi.  




Akan tetapi, kadang-kadang bahwa suatu ideologi berhenti diterima oleh 
mayoritas warganya tanpa sepenuhnya diganti oleh yang lain. Beberapa ideologi 
dan beberapa sistem pemerintahan yang sah berada dalam satu negara. Ini 
menunjukkan adanya perpecahan konsensus. Di dalam situasi semacam ini, tidak 
ada pun pemerintah bisa sah di mata mayoritas. Suatu pemerintahan yang sah di 
mata beerapa orang adalah tidak sah di mata orang lain, dan sebaliknya. Ini berarti 
bahwa setiap pemerintah didasarkan hanya pada kekuatan dan kekekrasan di 
dalalm anggapan sebagian besar rakyat. 77 
Ideologi politik dapat mempengaruhi jalannya tindakan politik yang 
diambil. Konsep kesadaran politik jelas-jelas menunjukan peranan ideologi. Sikap 
poltik adalah jawaban serentak kepada situasi yang konkrit yang bangkit dalam 
masyarakat , dan manifestasi dari visi secara keseluruhan tentang kekuasaan , 
hubungannya dengan warga negara secara individual , dan konflik dimana 
kekuasaan adalah isu sentral.  
2.Partai-Partai Politik 
Mesir mengalami beberapa perubahan bentuk sistem politik, sejak menjadi 
negara berbentuk republik. Hal ini tercermin dari adanya beberapa kali perubahan  
konstitusi. Dimulai dari bentuk negara yang monarki konstitusional sampai pada 
bentuk republik, dengan sistem pemerintahannya semi presidensial.  
Partai politik memainkan peran penting dalam kehidupan politik, sosial, dan 
ekonomi suatu negara.  fungsi dari partai politik adalah a)  untuk meningkatkan 
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partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan 
kegiatan politik dan pemerintahan; b) memperjuangkan cita-cita Partai Politik 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c) membangun 
etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.78  
Fungsi parpol menurut Efriza sendiri, terbagai menjadi dua belas 
pembahasan yakni : (1) Komunikasi politik. (2) Perwakilan. (3) Konvensi, 
artikulasi kepentingan, dan agregasi. (4) Pendidikan politik. (5) Integrasi 
(partisipasi politik, sosialisasi politik, dan mobilisasi politik). (6) Persuasi dan 
represi. (7) Kaderisasi. (8) Rekrutmen politik. (9) Membuat pertimbangan, 
perumusan, kebijakan dan control terhadap pemerintah. (10) Mengkoordinasi 
lembaga-lembaga pemerintah. (11) Alat pengontrol kepentingan pribadi politisi 
yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat public. (12) Fungsi 
dukungan (Supportive function). 79 
 Pada masa Nasser, partai politik ini ,  diatur dalam sebuah konstitusi , yang 
hanya melegalkan satu partai saja (tunggal), yakni Partai Uni Nasional. Namun 
setelah Anwar Sadat berkuasa, konstitusi diubah. Dalam pasal 5 konstitusi 1971, 
kemudian dijabarkan tentang berlakunya sistem multi partai. 80 Berikut adalah 
syarat-syarat mendirikan parpol : 
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a. Dasar , program, tujuan, kebijaksanaan dan cara yang digunakan partai 
tidak bertentangan dengan syariat Islam, prinsip revolusi 23 Juli 1952 
dan 15 Mei 1971, persatuan nasional, perdamaian sosial, dan sistem 
sosial demokrat 
b. Program dan kebijaksanaan partai berbeda dengan partai lain 
c. Program dan dasar partai tidak mengacu kepada satu kelas, faksi , 
profesi, asal daerah, ras, atau agama 
d. Partai bukan merupakan bagian dari organisasi militer atau para militer 
e. Partai tidak berfungsi sebagai cabang dari parpol diluar negeri. 
Dengan adanya, konstitusi baru ini, maka membuka peluang bagi 
munculnya partai-partai politik baru. Partai tunggal, pada saat Nasser berkuasa, 
yang sebelumnya mendominasi seluruh kehidupan politik di Mesir, dipecah 
mennjadi tiga partai, yakni Partai Uni Nasional Progresif, partai Sosialis Liberal, 
dan Partai Sosialis. Lalu , pada tahun 1977, Partai Sosialis berpindah dan menjadi 
partai Nasional Demokratik ( National Democratic Party). Dan sejak saat itu, 
NDP menjadi partai yang mendominasi kehidupan politik di Mesir. Walaupun 
menganut sistem multipartai, NDP tidak jauh beda dengan partai tunggalnya 
Nasser.   
Pada masa kepemimpinan selanjutnya, yaitu kepemimpinan Mubarak, partai 
politik lebih beragam , dengan aliran yang berbeda. Mubarak terbukti bisa 
merealisasikan konstitusi UU No.40 tahun 1977 tentang parpol. Kelompok-
kelopok yang sebelumnya dilarang untuk membentuk partai politik, kemudian 
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dibolehkan oleh Mubarak, apabila memenuhi kriteria. Namun, masih seperti kasus 
sebelumnya, NDP mendominasi pemerintahan Mesir.  
Partai politik selama ini, sejak terbentuknya Mesir sebagai negara republik, 
selalu mendapat tekanan dan kesulitan untuk berpartisipasi dalam proses politik di 
Mesir. Rezim yang berkuasa menekan aktivitas partai oposisi lain, dengan 
mempersulit partai politik tersebut dalam proses partisipasinya. Setaip rezim yang 
berkuasa di Mesir, hanya memiliki satu partai  saja yang mendominasi. Hingga 
pada akhirnya, pada tanggal 2005, Mubarak yang saat itu memimpin terdesak oleh 
tuntutan rakyat , mengingikan demokrasi yang bebas dan adil. Tanpa ada 
kekangan lagi , dari pihak yang berkuasa. Sehingga,  saat itu, Mubarak 
mengeluarkan kebijakan dan menghapus kebijakan-kebijakan sebelumnya, seperti 
syarat tidak bolehnya partai politik mengandung unsur agama masuk kedalam 
sistem politik Mesir.  Namun, partai politik ini, baru bisa berpartisipasi aktif 
ketika Mubarak resmi mengundurkan diri pada tahun 2011, saat berlangsungnya 
revolusi Arab Spring.  
Berikut adalah nama partai-partai politik yang ada di Mesir 81:  
1. Partai Al-Nour; 
2. Arab Democratic Nasserist Party; 
3. Congress Party; 
4. Conservative Party; 
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5. Democratic Peace Party; 
6. Egytian Nasional Movement Party; 
7. Egytian Social Democratic Party; 
8. El Tagamu’u Party ( National Progressive Unionist); 
9. Freedom Party; 
10. Free egyptian building party; 
11. Free Egypthian Party; 
12. Homeland Protector Party; 
13. Modern Egypt Party; 
14. Mostaqbal Watan Party; 
15. My Homeland Egypt Party; 
16. Nation’s Future Party; 
17. New Wafd Party; 
18. Reform Development Party; 
19. Republican People’s Party; 
20. Revolutionary Guards Party; 
21. Nasional democratic Party; 
22. Fredom Justice Party; 
Dari kesemua partai politik yang ada di Mesir, National Demokratic 
Party(NDP) , An-Nour Party, dan Freedom Justice Party, memiliki kekuatan 
yang mendominasi. National Demokratic Party(NDP) merupakan partai 
pendukung Sadat dan Mubarak berserta pendukung rezimnya, sedangkan 
Freedom Justice Party , merupakan basis politik dari Ikhwanul Mulimin dan 
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Mursi. Kedua partai ini mendominasi parlemen di rezimnya masing-masing. 
National Demokratic Party(NDP)mampu menjadi partai yang tidak tersaingi saat 
rezim Sadat dan Mubarak memimpin. Dan Freedom Justice Party mampu 
menguasai 2/3 kursi di parlemen saat Mursi menjadi Presiden.  
Kembali pada fungsi partai politik bahwa partai politik khususnya 
sebagai sarana komunikasi politik. Aspirasi masyarakat ini bisa 
tersalurkan kepada pemerintah, disinilah fungsi dari partai politik 
yang akan menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi 
masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Melihat hal ini, partai 
politik dalam menjalankan fungsinya sering disebut sebagai broker 
(perantara) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dan 
bisa juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak 
sebagai alat pendengar dan bagi warga masyarakat sebagai pengeras 
suara.82  
 
Peran partai politikakan semakin tampak, setelah melalui proses pemilihan 
umum. Dalam pemilihan umum tersebut, anggota partai akan berlomba untuk 
meaih kursi. Semakin banyak jumlah kursi yang diperoleh, maka semakin besar 
peran yang bisa anggota partai lakukanan.  
Partai politik, selain  dijadikan sebagai alat untuk berkuasa dan memperluas 
kekuasaannya, dengan mendominasi di pemerintahan khususnya 
parlemen,perolehan suara mayoritas sebagai salah satu faktor penentu dari hasil 
demokrasi, menjadi sangat mudah di dapatkan. Dengan demikian, suara partai 
yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat akan berbalik arah, menjadi 
keinginan untuk kepentingan partai saja.  
 
 
                                                             




3.Mekanisme Kekuasaan  
Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang tersusun dan dimiliki oleh 
suatu negara dalam mengatur pemerintahannya.83 Tiap negara, tentu memiliki 
sistem pemerintahan untuk mengatur negaranya. Namun, yang perlu diperhatikan 
adalah, antara satu negara dengan negara lain tidak selalu memiliki sistem yang 
sama.  
Mesir merupakan negara republik kesatuan yang menganut sistem 
pemerintahan semipresidensil. Sistem ini menggabungkan antara sistem 
Presidensial dan parlementer.84 Hal ini dapat dibuktikan dari Mesir yang  
memiliki Presiden dan juga Perdana Menteri. 
Semi presidensil yaitu pemerintahan yang terdiri dari presiden yang dipilih 
langsung , yang bertanggungjawab kepada rakyat pemilih, dan perdana menteri , 
yang diangkat oleh presiden dari legislatif yang terpilih dan bertanggungjawab 
kepadanya. Presiden dan perdana menteri sama-sama memiliki kekuasaan 
sksekutif. Presiden diberikan kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan 
perdana menteri dan menteri-menteri,membubarkan parlemen, melakukan 
referendum, dan mengumumkan keadaan darurat dan wewenang penuh untuk 
mengatasinya. 85 
                                                             
83https://www.academia.edu/8379998/Sistem_Pemerintahan_Berbagai_Negara  
84 “sistem presidensial " diakses melalui 
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_semipresidensial 
85 Kenneth Newton dan Jan W.Van Deth. 2016. Perbandingan Sistem Politik: Teori dan 
Fakta. Bandung : Nusa Media . hal 375  
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Samuel P. Huntington mengklarifikasikan tiga jenis masalah umum dalam 
membangun dan mengkonsolidasikan sistem demokrasi yang baru : Pertama, 
masalah transisi , yang muncul secara langsung dari fenomena perubahan rezim 
dari otoriterisme ke demokrasi. kedua, masalh kontekstual, yang muncul dari 
watak masyarakat, perekonomian, budaya, dan sejaarhnya, serta dalam taraf 
tertentu bersifat endemik. Ketiga, masalh sistemik yang muncul dalam 
pemerintahan baru demokrasi yang telah terkonsolidasi , dan masalh-masalah 
sistemik berasal dari cara kerja sistem demokrasi itu sendiri. 86  
Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu; kekuasaan eksekutif, legislatif, 
dan kekuasaan yudikatif. Dalam negara yang menganut paham demokrsi yakni 
“kekuasaan yang dipegang oleh banyak orang “ ,ketiga kekuasan tersebut 
diduduki oleh banyak orang dari semua masyarakat secara terpisah (separation of 
power) dan  atau terbagi (distribution of power). Ketiganya memiliki fungsi 
masing-masing yang saling melengkapi. Legislatif sebagai pembuat kebijakan , 
yudikatif sebagai penguji materi kebijakan,dan87 eksekutif sebagai pelaksana 
kebijakan.88 
 Secara teoritis, kedua kekuasaan eksekutif Mesir dibagi, Presiden sebagai 
kepala negara, dan Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun dalam 
prakteknya, kekuasaan hanya terpusat pada Presiden yang di pilih langsung oleh 
rakyat melalui pemilihan umum. 89 Seakan Perdana Menteri hanyalah sebuah 
                                                             
86 DPR RI. 2016. Ironi Demokrasi Setengah Hati : Studi Kasus Kontestasi Elite Politik. 
Bekasi ; Penuru ilmu Sejati. Hal 46 
 




simbol semata, karena kekuasaan eksekutif berada di bawah kendali presiden .90 
kekuasaan tertinggi ada pada Presiden.  Melalui proses pemilihan umum yang 
dipilih oleh rakyat secara langsung ini, Presiden memiliki posisi dan legitimasi 
yang kuat.   
Perdana menteri dalam sistem ini, tidak di pilih oleh parlemen, melainkan 
ditunjuk langsung oleh Presiden. Sehingga perdana menteri tidak 
mempresentasikan kepentingan parlemen dan tidak bertanggung jwab terhadap 
parlemen. Presiden pada esensinya adalah kepala negara sekaligus kepala 
pemerintahan. Presiden mengangkat dan memberhentikan  perdana menteri dan 
meneteri-menteri. Para menteri ini bertanggungjawab terhdap people asssembly 
baik secara langsung maupun tidak langsung. 91 
Sejak terbentuk sebagai negara republik pada tahun 1953, Mesir baru 
pertama kali melakkukan pemilihan umum presiden yang demokratis multi 
kandidat pada tahun 2012, yang di menangkan oleh Muhammad Mursi, dari Partai 
Keadilan dan Kebebasan. Sebelumnya, kepala negara dan kepala pemerintahan 
adalah seorang Presiden yang dipilih oleh dewan perwakilan dan disahkan melalui 
referendum oleh rakyat. dan masa jabatan Presiden adalah 6 tahun. 92  
                                                             









Pada tahun 2005, dilakukan referendum, untuk mensahkan amandemen 
konsonstitusi , yang mengubah pemilu presiden menjadi sistem langsung. 93 
namun hasilnya masih sama,  pemilihan umum di Mesir , hanya memiliki satu 
kandidat tunggal, yaitu Husni Mubarak sendiri, dengan dukungan dari Partai 
Nasional Demokratik (NDP). Hal ini terjadi dikarenakan adanya aturan konstitusi 
yang “menyulitkan” pihak lain untuk ikut dalam pemilu.  
Tak hanya melakukan pemilu presiden, Mesir juga mengadakan pemilu 
parlemen multipartai , yang dilakukan sebelum pemilihan presiden. Parlemen 
terdiri dari dua lembaga, yakni Majelis Sha’ab (Dewan Perwakilian) ,dengan 
komposisi 454 kursi; 444 dipilih melalui pemilu, 10 ditunjuk oleh presiden; masa 
jabatan selama 5 tahun dan Majelis Al-Shura ( Dewan Penasehat), dengan 
komposisi 264 kursi; 176 dipilih melalui pemilu, 88 ditunjuk oleh presiden; masa 
jabatan enam tahun; pemilihan sela untuk setengah dari anggota yang dipilih) 
Pada masa kepemimpinan Mursi, parlemen didominasi oleh Partai Keadilan dan 
Kebebesan, dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Hal ini menyebabkan, distribusi 
kekuasan di Mesir menjadi tidak merata. Yang menjadikan, politik di Mesir rawan 
terhadap konflik di Parlemen.  
Lalu kekuasaan ketiga di sistem politik Mesir adalah Yudikatif. Yudikatif 
meruapakn lemabaga independen yang mengawasi segaal macam peraturan yang 
ada. Lemabaga yudikatif di Mesir terdiri dari tiga lembaga yaitu : Mahkamah 
konstitusi konstitusi, dewan Tinggi Hukum, dan dewan negara.  




Kekuasaan di Mesir , adalah hal yang sangat sensitif dan rawan terjadinya 
gesekan antar kelompok yang memiliki kekuasaan yang besar. Hal ini pulalah 
yang menjadi salah satu faktor yang menetukan kestabilan politik di Mesir. 
Pembagian kekuasaan yang mengacu pada distribusi otoritas antara satuan-satuan 
pemerintahan nasional dan subnasional menjadi pekerjaan khusus tersendiri bagi 
pmimipin Mesir. 94 Pembagian kekuasaan yang horisontal tidak menyebabkan 
perbedaan tingkat kedudukan, akan tetapi lebih ditekankan pada pembagian 
kekuasaan dan wewenang secara mendatar yang terutama dilandaskan pada 
pembagian kerja dan spesialisasi. Setiap bagian dari pembagian kerja dan 
spesialisasi dalm melaksanakan tugas-tugasnya dikoordinir oleh kedudukan yang 
lebih tinggi derajatnya dan demikian seterusnya dari atas. 
Diluar daripada kekuasaan yang berdasarkan lembaga negara, komposisi 
kekuasaan di Mesir , didominasi oleh 4 kekuatan. Kekuatan pertama yakni militer. 
Seperti yang ditelah dijelaskan sebelumnya, militer selalu memiliki peranan 
penting dan sering terlibat dalam politik praktis. Hal ini menjadi tantangan serisu 
bagi Mesir yang dalam proses membangun demokrasinya, kebijakan darurat 
militer dan kudeta yang dilakukan untuk memperkuat kekuasaannya di Mesir.  
Kekuatan kedua, yakni berasal dari bekas rezim Mubarak (felool). 
Walaupun setelah Husni Mubarak tumbang dan dipenjara, namun bekas-bekas 
loyalisnya atau tangan kanannya tetap aktif berpolitik dan berusaha membangun 
kekuasaan kembali. Contoh yang paling sederhana yang bisa dilihat adalah 
pencalonan Ahmad Syafik sebagai presiden pada 2012 lalu.  
                                                             
94 Calrton C. Rodee.Op.cit. Hal72 
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Kekuatan ketiga, yakni berasal dari kelompok islam Ikhwanul Muslimin. 
Berdasarkan sejarah Mesir, kelompok Ikhwanul Muslimin sudah memiliki posisi 
dan peran besar di politik Mesir sejak masa pemerintahan Anwar Sadat. Namun , 
kekuatannya semakin membesar ketika kelompok ini ikut dalam revolusi 2011 . 
yang kemudian namanya semakin melambung, dengan kemenangan di pemilihan 
umum parlemen dan Presiden 2012. Ikhwanul Muslimin menjadi kekuatan yang 
kuat dan mendominasi,disokong oleh Mursi sebagai Presiden melalui kebijakan-
kebijakan yang dibuatnya.  
Kekuatan ketiga adalah kelompok Sekular-liberal. Meskipun meruapakn 
kelompok minoritas di Mesir, namun kelompok ini mampu menegakkan 
kekuatannya . Terutama sebagai kelompok minoritas, yang menampung aspirasi-
aspirasi dari kelompok minoritas lain. Sehingga kelompok ini sehing terlibat 
dalam berbagai gerakan atau aksi dalam menuntut pemerintah.  
Hubungan keempatnya tentu diwarnai oleh konflik dan perseteruan. Namun 
ketika Mursi menjabat sebagai Presiden , ketiga kelompok lainnya, selain dari 
pada kelompok Ikhwanul Muslimin, sama-sama bersatu untuk melengserkan 








KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan yang penulis telah uraikan dalam setiap bab tentang 
Pengaruh People Power Dalam Suksesi Kepemimpinan di Mesir, maka penulis 
dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut: 
1. People power adalah sebuah fenomena yang terjadi di Mesir, yang dilakukan 
oleh rakyatnya sebagai akibat dari kepemimpinan Presiden Mursi , yang dinilai 
melakukan banyak penyimpangan dan pengkhianatan terhadap cita-cita 
revolusi Arab Spring 2011, sehingga menimbulkan krisis politik dan ekonomi 
yang berkepanjangan. Dengan adanya hal itulah, yang kemudian menjadi 
dorongan rakyat untuk melakukan perubahan melalui gerakan People power. 
2. Substansi people power berupa penyebaran propaganda melalui media sosial 
secara massif dan aksi turun ke jalan secara serempak, meluas, dan besar-
besaran di seluruh Mesir bertujuan untuk menyatukan kekuatan rakyat . 
Semakin besar sumber daya yang dimobilisasi, semakin besar pula tekanan 
yang diterima  Mursi sebagai pemimpin Mesir.  
3. People power membuka peluang dan menjadi legalitas bagi militer untuk 
melakukan kudeta terhadap Presiden Mursi, atas dasar menjaga kestabilan 






1. People power yang terjadi di Mesir sebaiknya menjadi pelajaran bagi para 
pemimpin negara lainnya untuk tidak berbuat sewenang-wenang dan berlaku 
pro rakyat 
2. Penggunaan media sosial dalam menggalang massa, dalam upaya 
menggulingkan Presiden Mursi, seharusnya bersifat proporsional, dalam artian 
tidak digunakan untuk keperluan menghasut rakyat Mesir, hanya demi 
kepentingan orang tertentu. 
3. Peralihan kepemimpinan di Mesir, harus segera memberi solusi bagi kondisi 
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